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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 15/G/2016/P.TUN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada fingkat perama dengan acara
biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :
1. SYAMSUDDIN Y., Warga Negara Indonesia, berempat tinggal Dusun Gandi
000000, Desa Sapanang, Kecamatan Binamu Kabupaten
Jeneponto Sulawesi Selatan, Pekerjaan Wiraswasig ;—--——-——
Selaku PENGGUGAT 1;
2. RISWAN 8, SE., Warga Negara Indonesia, berempat inggal Dusun Sapanang
000000, Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten
Jeneponto Sulawesi Selatan, Pekerjaan Wiraswast ;-
Selaku PENGGUGAT I ;
3. ROSTINA, S.Pdi., Warga Negara ndonesia, berlempat finggal Dusun Gandi
000000, Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaen
Jeneponio Sulawesi Selatan , Pekerjaan Dosen,, ;
Selaku PENGGUGAT il ;
4. DARWIN, Warga Negara hdonesia, berlempat tinggal Dusun Sapanang,
Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;
Selaku PENGGUGAT IV;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bemama :
1.NASRULLAH, SH.;
2.SUARD, SH. ;
3.PRILLY RAMA YANTI, SH..
Ketiganya, Warga Negara Indonesia, beralamat di Peumahan
Villa Mutara Asri Blok VI No. 23 (JL. Sutami) Kecamatan
Biringkanaya Makassar Sulawesi Selatan, Pekerjaan Advokat
berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 19 Januari 2016 ;———

Putssan Parkara No. 1 SG20%6PTUNMEs..
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagy i #5s tisebut sebagai PARA PENGGUGAT ;

MELAWAN

1. BUPATI JENEPONTO, tempat kedudukan Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 34
Binamu, Kabupaten Jeneponb Sulawesi Selatan ;——-——-——-u
Selaku TERGUGAT 1 ;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :
1. H. MUHAMMAD SARIF, SH.MH.;

2. MASKUR SAg.MH. ;

3. ALAM SYAH BP, SH.;

4. HARI SUSANTO, SH.;

Keempatnya Warga Negara Indonesia, beralamat JL. Lanb Dg.
Pasewang No. 34 Bonfosunggu Kabupaten Jeneponb, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
05.aHKM.PER-UU/IF2016, tanggal 9 Pebruari 2016 ;—-———-——
Selanjuinya disebut sebagai TERGUGAT I ;

2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, empat kedudukan Kanbr Desa
Sapanang, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Sulawesi
Selatan ;
Dalam hal ini diwakii oleh IDHAM TALLI Warga Negarm
Indonesia, beralamat Sapanang, Desa Sapanang, Kecamatan
Binamu, Kabupaen Jeneponb, Pekerjaan Kepala Badan
Permusyawaratan Desa;
Selanjuinya disebut sebagai TERGUGAT Il -
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P AP EBag WeRB3Ash Atas Undang-Undang Republik ndonesia Nomor 5
Tahun 1986 enfang Peradilan Tata Usaha Negara jis. Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan
peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengkefa ini; ———

MENGADILI

I.  Dalam Eksepsi;
Menyatakan Eksepsi Tergugat | Tidak Dierima;
Il.  Dalam Pokok Sengketa;
1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya;———————
2. Menyatakan Batal:

a. Kepuisan Tala Usaha Negara yang Berupa Kepulusan Bupai
Jeneponb Nomor 394 Tahun 2015, tanggal 29 Desember 2015, entang
Pemberhentan Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan
Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Sapanang Kecamatan
Binamu Periode Tahun 2015 — 2021, atas nama Lukman;

b. Kepuusan Tata Usaha Negara yang Berupa Surat Badan
Permusyawaraan Desa (BPD) Desa Sapanang Nomor: 105/
BPD/SPN/XIF2015, tanggal 08 Desember 2015, Perihal: Usulan
Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih, atas nama
Lukman;

3. Mewajibkan:

a. Tergugat | untuk Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang Berupa
Keputusan Bupal Jeneponto Nomor 394 Tahun 2015, tanggal 29
Desember 2015, entang Pemberhentan Penjabat Kepala Desa dan
Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala
Desa Sapanang Kecamatan Binamu Periode Tahun 2015 - 2021, atas
nama Lukman;

b. Tergugat Il untuk Mencabut Kepulusan Tata Usaha Negara yang
Berupa Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sapanang

Putssan Perkara No 1 YG2006/PTUNMks..
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkqan 9408 ¥blisPXIV2015, tanggal 08 Desember 2015, Perihal:
Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Temilih,

alas nama Lukman;

4. Menghukum Tergugat | dan Tergugat Il untuk Membayar Biaya Perkara
Sejumlah Rp. 273.500,- (Dua ratus wjuh puluh figa ribu lima ratus rupiah)
Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, ftanggal 23 Juni 2016, oleh SRI
LISTIANI, SH., MKn. selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD IQBAL M., SH.
dan DIKDIK SOMANTRI, SH., S.I.P., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota.
Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
Kamis, tanggal 30 Juni 2016, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh
ABIDIN SANDRI, S.H. selaku Panitera Penggant Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar, sera dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat Kuasa Tergugat | dan
Tergugat I ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

MUHAMMAD IQBAL M., S.H.
SRILISTIANI, S.H., M.Kn.

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S..P., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ABIDIN SANDIRI, S.H.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 173 PK/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah
memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BUPATI JENEPONTO, tempat kedudukan di Jalan Lanto Dg.

Pasewang Nomor 34, Bontosunggu, Kabupaten Jeneponto,

Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. H. MUHAMMAD SARIF, S.H., M.H., jabatan Sekretaris
Daerah Kabupaten Jeneponto;

2. MASKUR S.Ag., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum dan
Perundang-undangan SETDA Kabupaten Jeneponto;

3. ALAM SYAH BP, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan
Hukum dan HAM pada Bagian Hukum dan Perundang-
undangan SETDA Kabupaten Jeneponto;

4. HARI SUSANTO, S.H., jabatan Saf Sub Bagian Bantuan
Hukum dan HAM pada Bagian Hukum dan Perundang-
undangan SETDA Kabupaten Jeneponto;

Kesemuanya beralamat di Jalan Lanto Dg. Pasewang Nomor

34, Bontosunggu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

11/HKM.PER-UU/II/2017 tanggal 9 Maret 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pembanding/

Tergugat |;

melawan:

1. SYAMSUDDIN Y., kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di Dusun Gandi 000/000, Desa Sapanang,
Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi
Selatan, pekerjaan Wiraswasta;

2. RISWAN S, S.E., kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di Dusun Sapanang 000/000, Desa Sapanang,
Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi
Selatan, pekerjaan Wiraswasta;

3. ROSTINA, S.Pdi., kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di Dusun Gandi 000/000, Desa Sapanang,
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali: BUPATI JENEPONTO, tersebut tidak beralasan
sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali
ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah harus
dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan
kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 5§ Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun
20009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan
Kembali : BUPATI JENEPONTO tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya
perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00
(dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pada hari Senin, tanggal 6 November 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim
Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,
Dr. Yosran, S.H., M.Hum dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim
Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota
Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H.,, M.H., Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis: Ketua Majelis,

ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.
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Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:
1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Rp 2.489.000.00
Jumilah Rp 2.500.000,00
Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,
H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001
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